LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

Nomor Tahun Seri

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

®

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa, maka dipandang perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa dan

Kekayaan Desa di Kabupaten Donggala;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di
atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
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(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan

Presiden;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahunl999 tentang

Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang

Petunjuk  Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan = Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang

Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.
2.

Daerah adalah Kabupaten Donggala;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD
adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa
yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
operasional tahunan dari program Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang
dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan

target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi dalam belanja Desa.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA
Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa
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Pasal 2

1. Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

a. Pendapatan asli Desa yang meliputi:

Hasil usaha Desa;

Hasil kekayaan Desa;

Hasil swadaya dan partisipasi;
Hasil gotong royong dan

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Daerah yang meliputi:

Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah dan

Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah;

d. Sumbangan dari pihak ketiga dan

e. Pinjaman Desa

2.  Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil

alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga meliputi:

a. Bantuan dari dermawan,;

b. Sumbangan lain yang tidak mengikat

2. Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari Pinjaman Desa, meliputi:

a. Bank Pemerintah;

b. Bank Swasta;

c. Pinjaman lainnya.

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

1. Tanah Kas Desa;

2. Pasar Desa;
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Bangunan Desa;

Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;

Hutan Desa;

Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
Tempat-tempat pemancingan di sungai,

Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;

o ©® N AW

Jalan Desa dan

10. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 5

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan
pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Desa dan

melakukan pinjaman.

Pasal 6

1. Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah
dipungut oleh Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
2.  Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada

Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 7

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan
sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan di Desa.
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Pasal 8

1. Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Desa tentang APB Desa.

2. Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 10

1. Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa, hak penggunaannya tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek
pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada

Camat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya serta ketentuan-ketentuan

lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
Pada tanggal 13 Februari 2001

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA
Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 17 Februari 2001

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 16 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd
DARLIN GO LAMATAYA, SH
NIP: 507 006 220
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I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya didasarkan pada Ketentuan
sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dilaksanakan berdasarkan

ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Bab XI mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal pokok mengenai Desa
dan sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut
oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten dan Kota tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahunl999 tenTang Pencabutan
Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Bab

XI mengatur hal-hal Pokok mengenai Desa, pada dasarnya benar-benar telah

membawa nuansa dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa.

Beberapa paradigma baru yang pada hakekatnya merupakan perubahan di dalam

sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut antara lain meliputi:

1.

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Desa sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD
1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung
jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum
perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan

menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan
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Perwakilan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan
mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang
berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala
Desa.

5. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai kebutuhan Desa.
Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan
masyarakat Desa, yaitu sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat atas
keseluruhan proses pembangunan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga
dan pinjaman Desa.

7. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari

para warganya.

Sehubungan dengan beberapa paradigma baru tersebut, maka Desa secara otonom
harus mampu menggali potensi sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang tersedia
untuk dapat dijadikan sumber pembiayaan dalam melaksanakan proses pembangunan
dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat

pedesaan.

Dalam kaitan itu ada beberapa sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dapat
dikelola oleh Pemerintah Desa antara lain: Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Sumbangan Pihak Ketiga dan
Pinjaman Desa serta Sumber-sumber pendapatan lainyang sah yang dapat berasal dari

hasil kerjasama antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
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Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal §

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
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